
CUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 1OO.3.s.l I 127 TAHUN 2025

TENTANG
STATUS TANGCAP DARURAT PENANGANAN BENCANA SOSIAL

DI DISTRIK HITADIPA KABUPATEN INTAN JAYA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

SALINAN

bahwa sehubungan dengan Operasi Penegakan Hukum
Tegas dan Terukur oleh Aparat keamanan terhadap
KKSB/TPNPB-OPM di wilayah Distrik Hitadipa Kabupaten
Intan Jaya telah ditetapkan status tanggap darurat pada
tanggal 14 Mei 2025 di Kabupaten Intan Jaya;

bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Status Tanggap Darurat Penangganan
Bencana Sosial di Distrik Hitadipa Kabupaten lntan Jaya;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20Ol tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4l5l), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor I55, Tambahan
Lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggr,rlangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 20O7
Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan L,embaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 6856);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintal Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tenrang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 68O4);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 I Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangal Bencana (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
48281;

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a8291;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelcnggaraan
Pemerintah Daerah (lrmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor I 2 Tahun 20 i 9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2 1 tentang
Kewenangan dal Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 673O);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 202 I tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan
dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam
Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor
239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6731);

12. Peraturan Prcsiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bcncana (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
202 I tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O21 Nomor 1O3);
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuaagan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor
1781);

MEMUTUSh.AN;

Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Sosial
di Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya.

Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Sosial
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mulai
tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan 27 Mei 2a25.

Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi
keamanan dan ketertiban masyarakat di Intan Jaya.

Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut terhitung tanggal 14 Mei 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 Juni 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

dcngan aslinya
HUKUM,

*

RIATA
NURUNG, SH., M.H.

197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BAo Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
3. Ketua DPRPT di Nabire;
4. Bupati Intan Jaya di Sugapa;
5. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala BAPPERIDA hovinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;


